





KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN................
NOMOR ...............................

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BANTEN
PERIODE .............

GUBERNUR BANTEN, 

	Menimbang
	:
	bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode ............;
BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1(SATU) MENIMBANG SAJA.

	Mengingat
	:
	1.	
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346 );

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	
	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 846);

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);

	
	
	11.
	Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun  2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66);

	
	
	12.
	Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 70);
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..


	Memperhatikan
	:
	Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2411-DTKT/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025. 
Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;


	

MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode …………, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)

	KEDUA
	:
	Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

	
	
	1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
b. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
c. Penetapan Sistem Pengupahan di Tingkat Provinsi.
2. menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.

	KETIGA
	:
	Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu Dewan Pengupahan Provinsi secara administratif.

	KEEMPAT
	:
	Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025 selama tiga tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini yaitu tanggal 18 Oktober 2022.

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. (bila ada biaya yang dikeluarkan)

	KEENAM
	:
	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
pada tanggal       

a.n.GUBERNUR BANTEN
SEKRETARIS DAERAH,





………………

[bookmark: _Hlk200714237][bookmark: _Hlk200716723]Tembusan: : (bila perlu)
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
4. Bupati dan Wali Kota Se-Provinsi Banten;
5. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
 






























Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor 	: 
Tanggal	: 


SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BANTEN PERIODE 2022 – 2025

	Ketua
	:
	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	1. Dr. Sugeng Setyadi, S.E., M.Si. (Perguruan Tinggi);
2. Epi Hasan Rifai, S.H. M.H. (Perguruan Tinggi).

	Sekretaris	
	:
	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1.
	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;

	
	
	2.
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

	
	
	3.
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten;

	
	
	4.
	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

	
	
	5. 
	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten;

	
	
	6.
	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

	
	
	7.
	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

	
	
	8.
	Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Peselisihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

	
	
	9.
	Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

	
	
	10.
	Tomy Rachmatullah, S.E. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	11.
	Deddy Djunaedi, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	12.
	Eddy Warman, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	13.
	M. Ali Akbar, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	14.
	Yakub F. Ismail, S.E., M.M. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	15.
	Abdul Muhith, S.Ag., M.M. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	16.
	John A. Nikijuluw, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	17.
	Nurdin Setiawan, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	18.
	Ade Suherman, S.H. (Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	19.
	Tri Pamungkas, S.H.,MH. (Koordinator Wilayah Konfedrasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	20.
	Herry Sofyan, SE., MM. (Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten);

	
	
	21.
	Eko Purwanto, ST. (Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia  Provinsi Banten);

	
	
	22.
	Sugiyarno, S.E. (Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  Provinsi Banten);

	
	
	23.
	Suandi, S.H.,M.H. (Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	24.
	Redi Darmana, S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Banten);

	
	
	25.
	Jemmy Harto, S.Kom.I., M. Pd.I. (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Provinsi Banten);

	
	
	26.
	Asep Danawiria, BA., S.H. (Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 Provinsi Banten);

	
	
	27.
	Tomi, S.H. (Wakil Ketua II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten);

	Sekretariat
	:
	1.
	Puji Astuti, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	2.

	Fatmawati, S.AP. (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	3.

	Hj. Ermi Rachmawati, S.Tr.Keb. (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	4.

	Lidya Aufaa Nabiilah (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	5.
	Gita Cahyani (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	6.

	Ayu Tasya Sriyana (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten);

	
	
	7.
	Rikal Dwinda (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten).




Pj. GUBERNUR BANTEN,





AL MUKTABAR 







































NOTA DINAS

Kepada 	:	Yth. Asisten Pemerintahan 
Dari	:	Plt. Kepala Biro Hukum
Nomor	:	
Tanggal	:	          
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Permohonan Paraf Koordinasi Keputusan Gubernur


Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2411-DTKT/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat naskah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022 – 2025, mohon dapat diparaf.
Demikian mohon menjadi periksa.


Plt. KEPALA BIRO HUKUM,





HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002
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NOTA  DINAS

Kepada 	:	Yth. Pj. Sekretaris Daerah
Dari	:	Plt. Kepala Biro Hukum
Nomor	:	
Tanggal	:	          
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Permohonan Paraf Koordinasi Keputusan Gubernur


Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2411-DTKT/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat naskah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022 – 2025, mohon dapat diparaf.
Demikian mohon menjadi periksa.


Plt. KEPALA BIRO HUKUM,





HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002
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NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Bapak Pj. Gubernur Banten
Dari	: 	Pj. Sekretaris Daerah
Nomor	:	
Tanggal	: 	      
Lampiran	: 	1 (satu) berkas
Perihal	: 	Permohonan Penandatanganan Keputusan Gubernur
 

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2411-DTKT/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025, berdasarkan penelaahan kami bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.
Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan dengan hormat naskah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022 – 2025, mohon dapat ditandatangani.
Demikian mohon menjadi periksa.


Pj. SEKRETARIS DAERAH,





Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631210 199003 1 005
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LEMBAR KENDALI PENYELESAIAN
Draft Keputusan  Gubernur  :  

	Tentang
	:
	PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BANTEN PERIODE 2022 – 2025


	Surat/Nota Dinas
	:
	Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2411-DTKT/IX/2022

	Tanggal
	:
	6 September 2022



	No
	Keterangan
	Tanggal / Catatan

	1.
	Diterima TU Biro Hukum
	


	2.
	Disposisi Karo Hukum
	

	3.
	Disposisi Kabag Perundang-undangan Provinsi
	 


	4.
	Disposisi Kasubag Penyusunan Prod Hk Penetapan
	 


	5.
	Proses harmonisasi/koordinasi/ konfirmasi/kelengkapan berkas/soft copy file
	

	6.
	Koordinasi substantif dengan Perangkat Daerah pengusul
	

	7.
	Diperiksa Kasubag  Penyusunan Prod Hk Penetapan
	


	8.
	Diperiksa Kabag Perundang-undangan Provinsi
	

	9.
	
Diperiksa Karo Hukum

	Tanggal 
	

	
	
	Nota Dinas
	


	10.
	Diperiksa Perangkat Daerah Pengusul
	

	11.
	Diperiksa Asda I
	

	12.
	Diperiksa Sekda
	Tanggal 
	

	
	
	Catatan 
	











	13.
	Diajukan kepada Wagub
	Tanggal
	

	
	
	Nota Dinas
	

	14.
	Diperiksa Wagub
	

	15.
	Diajukan kepada Gubernur
	

	16.
	Ditandatangani oleh 
Gubernur
	

	17.
	Pemberian Nomor oleh Biro Hukum
	

	18.
	Diambil oleh Perangkat Daerah Pengusul
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